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Abstract. Online transactions know no boundaries, just use a smartphone or computer 

connected to the internet so that everyone can search and find what they want. Electronic 

transactions involving Notaries can be seen in the elucidation section of Article 15 paragraph 

(3) of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, Notaries have the authority 

to certify transactions conducted electronically. Cyber Notary has the main function of 

certifying and authenticating electronic transaction activities. Cyber notary is the concept of 

utilizing technological developments used by Notaries in carrying out their duties and 

authorities, such as document digitization, electronic signing of deeds etc. Even though it is 

stated in the Elucidation of the Notary Office Law, there is still confusion in meaning, a 

question arises that needs to be studied from this problem, namely how the implementation of 

electronic transaction certification is carried out by a Notary. 
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Abstrak. Transaksi online tidak mengenal batas, cukup menggunakan smartphone atau 

komputer yang terhubung dengan internet sehingga setiap orang dapat mencari dan 

menemukan apa yang diinginkan. Transaksi elektronik yang melibatkan Notaris dapat 

dilihat pada bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan 

secara elektronik. Cyber Notary memiliki fungsi utama sertifikasi dan otentikasi kegiatan 

transaksi elektronik. Cyber notary adalah konsep memanfaatkan perkembangan teknologi 

yang digunakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti 

digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dll. Walaupun sudah tertuang 

dalam Penjelasan UU Jabatan Notaris, masih terdapat kerancuan dalam artinya, timbul 

pertanyaan yang perlu dikaji dari permasalahan tersebut, yaitu bagaimana pelaksanaan 

sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Notaris. 

 

Kata kunci: sertifikasi, cyber notaris, notaris 
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LATAR BELAKANG 

Transaksi secara online sudah tidak mengenal batas wilayah cukup menggunakan 

sebuah telepon pintar (smartphone) atau komputer yang terhubung dengan internet maka setiap 

orang dapat mencari dan menemukan apa yang diinginkannya melalui mesin pencari 

(Browser), berkomunikasi melalui panggilan video (video call) tanpa perlu bertatap muka 

secara langsung, serta melakukan pembayaran secara elektronik (e-money). Hal tersebutlah 

yang menjadikan transaksi online memiliki kelebihan yang lebih praktis mudah, dan tentunya 

banyak menghemat biaya.1 

Transaksi elektronik yang melibatkan Notaris di dalamnya dapat ditemukan dalam 

bagian penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana dalam bagian 

penjelasan dari pasal tersebut Notaris memiliki kewenangan untuk mensertifikasi transaksi 

yang dilakukan secara elektronik. Kewenangan baru terkait dengan mensertifikasi transaksi 

elektronik yang diberikan kepada notaris melalui Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris merupakan suatu tambahan kewenangan baru dalam menjalankan jabatannya 

guna menyambut adanya perubahan kemajuan teknologi yang begitu cepat mempengaruhi 

berbagai bidang termasuk bidang hukum.2 

Pe injeilasan Pasal 15 ayat (3) Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 Te intang Jabatan 

Notaris pe iruibahan itui se indiri meingguinakan istilah seirtifikasi. Seicara teirminologi se irtifikasi 

adalah peinye irtifikatan yang be irmakna suiatui prose is, cara, pe imbuiatan meinye irtifikatkan, hasil 

dari peinye irtifikatan teirse ibu it adalah se irtifikat yang me imiliki makna tanda ataui suirat ke iteirangan 

teirtuilis ataui teirceitak dari orang yang be irwe inang yang dapat diguinakan seibagai buikti pe imilikan 

ataui suiatui keijadian.3 

Pe imahaman teirkait keiwe inangan Notaris dalam meinse irtifikasi transaksi yang 

dilakuikan se icara eileiktronik se ibagai fokuis dari peine ilitian ini, meiski te irmuiat dalam Pe injeilasan 

Uindang-Uindang Jabatan Notaris teitapi masih teirjadi keikabuiran makna, maka timbuil 

pe irtanyaan yang pe irlui dikaji dari isui pe irmasalahan yang te ircantuim dalam peinjeilasan Pasal 15 

ayat (3) Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 yaitui bagaimana impleime intasi seirtifikasi transaksi 

                                                             
1 Andi Nur Annisa Meilany, Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik, Pena 

Persada (Banyumas: 2020). 
2 Ahmad Miru, Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian, PT.Raja Grafindo Perada, (Jakarta:2008) 
3 Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, 

(Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013) 
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e ileiktronik yang dilakuikan oleih Notaris.  

KAJIAN TEORITIS 

1. Ke iwe inangan Notaris Me inuiruit Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 Te intang Jabatan 

Notaris 

Be irdasarkan Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 Te intang Jabatan Notaris, Notaris 

oleih u indang-uindang dibe iri we iwe inang uintuik meinciptakan alat peimbuiktian yang muitlak, 

dalam peinge irtian bahwa apa yang dise ibuit dalam akta oteintik itui pada pokoknya dianggap 

be inar. 

Pe inge irtian notaris meinuiruit Pasal 1 angka (1) Uindang-Uindang Re ipuiblik Indone isia 

Nomor 2 Tahuin 2014 Teintang Pe iruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 

Teintang Jabatan Notaris, Peinge irtian Notaris adalah peijabat uimuim yang be irwe inang uintuik 

meimbuiat akta auiteintik dan meimiliki keiwe inangan lainnya se ibagaimana dimaksuid dalam 

ini ataui be irdasarkan uindang-uindang lainnya. 

Notaris meindapatkan keiwe inangan dari uindang-uindang ataui se icara atribuitif. Atribuisi 

adalah peimbeirian we iwe inang pe imeirintahan oleih pe imbuiat uindang-uindang ke ipada organ 

pe imeirintahan, deingan kata lain keiwe inangan atribuitif digariskan ataui be irasal dari adanya 

pe imbagian keikuiasaan Ne igara ole ih Uindang-uindang Dasar. Ke iwe inangan se icara atribuitif 

meiruipakan keiwe inangan yang be irasal dari uindang uindang. 

2. Transaksi Eileiktronik 

Transaksi yang dilakuikan se icara eileiktronik meiruipakan suiatui pe irikatan yang 

dilakuikan oleih pihak-pihak deingan me ingguinakan cara saling beirtuikar informasi guina 

meilakuikan peirdagangan me ilaluii meidia e ile iktronik (kompuiteir). Transaksi se icara eile iktronik 

ini biasa dikeinal deingan istilah onlinei contract yang se isuingguihnya adalah peirikatan atau i 

huibuingan huikuim yang dilakuikan deingan cara eileiktronik dan meimaduikan jaringan keirja 

(ne itworking) dari siste im informasi yang be irbasiskan kompuite ir (compuite ir base id 

information systeim), ditambah deingan sisteim komuinikasi yang be irdasarkan atas jaringan 

dan jasa teileikomuinikasi (teileicommuinicationbaseid) yang se ilanjuitnya dituinjang oleih 

ke ibeiradaan jaringan compuiteir global inteirne it (ne itworkofneitwork).4 

 

                                                             
4 Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, Raja Grafindo Persada (Jakarta:2003) 
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3. Cybe ir Notary  

Cybeir notary me iruipakan suiatui istilah yang te irdapat dalam sisteim huikuim common 

law, istilah teirse ibuit keimuidian dipopuileir kan oleih neigara yang meimbe irlakuikan siste im 

huikuim teirse ibuit meilaluii ahli huikuimnya. Pe irbe idaan sisteim huikuim yang diguinakan juiga 

meinimbuilkan peirbeidaan istilah, tidak seipe irti sisteim huikuim common law, apabila ditinjau i 

dari sisteim huikuim yang dipe irguinakan, maka dirasa leibih teipat apabila pada ne igara 

Indone isia istilah “ei-notary” ataui “eileictronic notary” kareina meingingat siste im huikuim 

yang diguinakan Indone isia adalah Eiropa Kontineintal.5 

4. Se irtifikasi eile iktronik 

Transaksi Eile iktronik meinyatakan bahwa Se irtifikat Eileiktronik adalah se irtifikat yang 

be irsifat eile iktronik yang me imuiat Tanda Tangan E ileiktronik dan ideintitas yang me inuinjuikkan 

statuis suibje ik huikuim para pihak dalam Transaksi E ileik-tronik yang dike iluiarkan ole ih 

Pe inye ile inggara Se irtifikasi Eile iktronik. Peinge irtian se irtifikasi adalah,  prose iduir  dimana  

pihak  keitiga  meimbeirikan  jaminan  teirtuilis  bahwa  suiatui  produik,  proseis  atas  jasa  teilah  

meime inuihi  standar  keiteintuian  teirteintui,  beirdasarkan auidit yang dilaksanakan de ingan 

prose iduir yang dise ipakati. 

METODE PENELITIAN 

Pe ine ilitian ini peinu ilis akan meinggu inakan pe ineilitian normatif eimpiris yaitui peine ilitian 

yang difokuiskan uintuik meingkaji pe ineirapan kaidah-kaidah ataui norma norma dalam huikuim 

positif dan beirdasarkan data yang ada pada lapangan. Peine ilitian huikuim pada dasarnya 

meiruipakan suiatui ke igiatan ilmiah yang didasarkan pada meitodei, siste imatika, dan pe imikiran 

teirte intui yang be irtuijuian uintuik meimpe ilajari satui ataui be ibe irapa ge ijala huikuim te irteintui de ingan 

jalan meinganalisisnya, ke icuiali itui maka juiga diadakan peimeiriksaan yang me indalam teirhdap 

fakta huiku im te irse ibuit uintuik ke imuidian meinguisahakan suiatui pe imeicahan atas peirmsalahan-

pe irmsalahan yang timbuil di dalam geijala be irsangkuitan. 

 

 

 

                                                             
5 Andi Nur Annisa Meilany, Cyber Notary: Protokol Notaris Yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik 

(Banyumas: Pena Persada, 2020). 
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PEMBAHASAN 

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN 

OLEH NOTARIS 

1. Peirbe idaan Ke ile ibihan Dan Ke ile imahan Se irtifikasi Transaksi Eile iktronik Eile iktronik  

Konse ip cybeir notary te irse ibuit dapat dikatakan meimbeirikan suiatui ke iuintuingan be iruipa 

ke imuidahan-ke imuidahan yang dipe iroleih oleih se iorang notaris keitika meilaksanakan tuigas 

jabatannya, dimana hal te irseibuit se ijalan de ingan ke imuidahan yang dapat dipe iroleih se ibagai 

dampak yang me inuijui kei arah positif dari pe irkeimbangan teiknologi saat ini.6 

Di Indone isia, keite intuian meinge inai cybeir notary dapat diteimuikan dalam Pasal 15 ayat 

(3) Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 te intang Jabatan Notaris, yaitui “Notaris me imiliki 

ke iwe inangan lain yang diatuir dalam peiratuiran peiruindang-uindangan”. Pe injabaran meinge inai 

ke iwe inangan lain teirse ibuit keimuidian dapat diteimuikan pada Peinje ilasan Pasal 15 ayat (3) 

Uindang-Uindang No 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris yaitui “keiwe inangan 

meinse irtifikasi transaksi yang dilakuikan se icara eileiktronik (Cybe ir Notary), meimbuiat Akta 

Ikrar Wakaf, dan hipoteik pe isawat te irbang”. Namuin, dari Pe inje ilasan Pasal 15 ayat (3) 

UiUiJNP tidak teirdapat peingatuiran leibih lanjuit ataui peinjeilasan meinge inai seipe irti apa be intuik 

ke iwe inangan notaris dalam meilakuikan se irtifikasi teirse ibuit.  

Pe ilaksanaannya se irtifikasi meimiliki huibuingan yang e irat deingan ke iauiteintikan suiatu i 

dokuimein. Se irtifikasi dapat meimpe irjeilas ke iauite intikan suiatui dokuime in dan keiteirpe ircayaan 

teirhadap adanya siste im ke iamanan informasi dan komuinikasi be irdasarkan kuialifikasi 

teirte intui (quiality assuirance i le iveil), meiskipuin keiamanan suiatui informasi ataui dokuimein 

e ileiktronik reintan teirhadap peiruibahan.  

Pe inuilis meilakuikan wawancara deingan be ibeirapa Notaris teirkait keileibihan dan 

ke ileimahan seirtifikasi transaksi eile iktronik yang dilakuikannya: 

1. Me inuiruit Notaris Irfin S.H, “Kalaui ke ileibihannya, me ilaluii onlinei ini leibih praktis dan 

e ifisiein. Kare ina data nya suidah teirteira pada aplikasi, maka notaris dimuidahkan deingan 

hanya me incocokkan dan meinge ice ik ke ileingkapannya. Tidak me imakan banyak waktu i, 

jadi kliein tidak pe irlui me inuinggui te irlalui lama uintuik re igistrasinya. Klie in juiga tidak pe irlu i 

bolak-balik dari PPAT, BPN, dan bank. Klie in hanya pe irlui ke i PPAT dan kei bank saja. 

Me inghe imat keirtas, dan teinaga juiga te intuinya. Ke ile imahannya, uintuik se imeintara ini 

                                                             
6 Habib Adjie. Kuliah Umum “Konsep Notaris Mayantara : Notaris Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan 

Global” MKn Universitas Sriwijaya. 2016 
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teirkadang ada e iror siste im, jadi seidikit meinghambat pe ikeirjaan. Muingkin kare ina banyak 

juiga meingakse is aplikasinya, te itapi tidak buituih waktui lama uintuik keimbali normal. 

Se ijauih ini hanya itui ke ileimahan yang saya rasakan.”7 

2. Me inuiruit Notaris Bapak Ste ive in S.H, M.Kn,” Ke ile ibihannya si le ibih e ife iktif, meinghe imat 

waktui dan ga me inhabiskan keirtas. Te irkait peinyimpanan data nya ju iga bisa langsuing 

teirsimpan di siste im, jadi leibih meimuidahkan staff yang me ingolah data. Ke ile imahannya, 

uintu ik Notaris yang suidah be ike irja dari duilui muingkin haruis adaptasi lagi, teitapi 

se ibe inarnya muidah, cuima haruis be ilajar lagi se idikit. Ke imuidian teirakit jaringan, jadi 

kadang le imot kadang ceipat akseisnya”8 

3. Me inuiruit Notaris Ibu i Nini Suitjiati S.H,” Ke ileibihan sama keileimahannya se ilama ini yang 

saya rasakan tidak beigitui teirasa bange it sih, kareina saya juiga be iluim seiring me inangani 

kasuis ini, jadi beiluim beigitui te irasa, te itapi meinuiruit saya de ingan adannya aplikasi ini 

sangat meimbantui dan meimuidahkan kliein yang he indak me ilakuikan pinjaman kei bank, 

dan cuikuip e ifieisie in juiga”9 

4. Me inuiruit Notaris Bapak Ste ive in Puitra Wijaya S.H, M.Kn, “saya hanya me ilakuikan se ikali 

sih mbak, jadi beiluim be igitui me irasakan, namuin awal me ingguinakan saya juiga se idikit 

binguing, tapi se ite ilah saya pe ilajari teirnyata muidah, dan cuikuip me inghe imat waktu i 

meinuiruit saya.”10 

Ke isimpuilan hasil wawancara deingan notaris te irkait keile ibihan dan keikuirangan yang di 

hadapi oleih notaris se ibagai beirikuit : 

Ke ile ibihan 

1. E ifisieinsi waktui dan biaya 

Se irtifikasi transaksi seicara eileiktronik dapat meinghe imat waktui dan biaya yang 

dikeiluiarkan oleih para pihak yang te irlibat. Prose is se irtifikasi dapat dilakuikan de ingan 

ceipat dan muidah, dan tidak meime irluikan ke ihadiran fisik dari notaris PPAT. 

2. Ke imuidahan akse is 

De ingan se irtifikasi eileiktronik, para pihak dapat meingakse is dokuime in e ile iktronik seicara 

onlinei dari mana saja dan kapan saja, asalkan teirhuibuing de ingan inte irneit. Hal ini 

                                                             
7 Hasil wawancara dengan Ibu Irfin, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi 

elektronik, tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB. 
8 Hasil wawancara dengan Bapak Steven Santoso, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi 

transaksi elektronik, tanggal 14 Januari 2023, pukul 13.25 WIB 
9 Hasil wawancara dengan Ibu Nini Sytjiati, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi 

elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 09.40 WIB 
10 Hasil wawancara dengan Kevin Putra Wijaya S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi 

transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.25 WIB 
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meimuidahkan para pihak uintuik meimpe irole ih dokuime in seirtifikasi tanpa haruis datang kei 

kantor notaris PPAT. 

Ke ikuirangan 

1.  Masalah teiknis 

Siste im se irtifikasi transaksi seicara eile iktronik meimbuituihkan siste im dan infrastruiktu ir 

yang canggih dan mahal, se ihingga tidak se imuia pihak dapat meingakse is ke i siste im 

teirse ibuit. Se ilain itui, jika teirjadi masalah te iknis, seipe irti koneiksi inteirne it yang te irpuituis 

ataui ke iruisakan pada sisteim, hal ini dapat meinghambat prose is se irtifikasi. 

2. Masalah Ke isiapan Ahli 

Bahwa be iluim banyak Notaris yang me inge irti se icara teiknis bagaimana peingguinaan 

se irtifikasi eile iktronik, hanya be ibe irapa Notaris PPAT yang suidah muilai meinge irjakan 

se irtifikasi eile iktronik pada aplikasi HT-e il. 

2. Hambatan Se irtifikasi Transaksi Eile iktronik Ole ih Notaris 

Teirjadinya gangguian siste im data ataui se irve ir data pada saat peinginpuitan dan 

meinguipload APHT dan dokuimein-dokuimeinnya dalam jangka waktui 7 (tuijuih) hari 

meingakibatkan leiwatnya waktui pe inginpuitan oleih PPAT dan peindaftaran Hak Tangguingan 

oleih Kre idituir. Se ime intara gangguian pada sistim Hak Tangguingan E ile iktronik 

diklasifikasikan seibagai ke iadaan daruirat diluiar ke indali manuisia (Force i Major), dan jika 

teirjadi keiadaan Force i Major ataui keiadaan teirteintui yang yang me ingakibatkan Hak 

Tanggu ingan E ile iktronik tidak dapat diteirbitkan, maka peirmohonan peilayanan Hak 

Tanggu ingan E ile iktronik dinyatakan batal.11 

Pe inuilis meilakuikan wawancara deingan be ibe irapa kantor Notaris di wilayah Suirabaya 

teirkait hambatannya dalam meilakuikan se irtifikasi transaksi eile iktronik. Be irikuit adalah hasil 

wawancara peinuilis: 

1. Me inuiruit Notaris Ibui Irfin S.H, 

“Se ibeinarnya te irkait seirtifikasi transaksi eile iktronik ini masih jarang Notaris yang suidah 

meine irapkan, kareina meimang masih beiluim jeilas uintuik arahannya, saya se indiri juiga 

barui se ikali meilakuikan, yaitui meimbantui kliein meilakuikan pinjaman kei bank, jadi saya 

meimbuiatkan APHT yang di daftarkan kei BPN hanya me ilaluii sisteim onlinei saja, tanpa 

meilaluii lokeit BPN. Nanti hasilnya dikirimkan kei bank se iteimpat dan hasilnya di 

                                                             
11 Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: 

Djambatan, 1999. 
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teimpe ilkan di seirtifikat kliein yang se idang dibeibani hak tangguingan. Se ijauih ini saya 

hanya pe irnah meilakuikan itui. Teirkait hambatannya yaitui seipe irti situis eiror, hanya itu i 

se ijauih ini ”.12 

2. Me inuiruit Notaris Bapak Steive in S.H, M.Kn,  

“Saya pe irnah meilakuikan yang konve insional dan yang e ile iktronik, namuin juiga hanya 2 

kali dalam 1 tahuin teirakhir ini. Meinuiruit saya hambatan yang paling te irasa se ijak 

be irpindahnya dari papeir kei papeirleiss ini sangat minim ya, yang waktui itui peirnah saya 

alami adalah keitika saya se idang me indaftarkan lalui laptop saya tiba-tiba mati, teirnyata 

data yang tadi seimpat saya isi beiluim teirsimpan dan haruis me ilakuikan peingisian dari 

awal lagi. Namuin, keiduia kalinya saya me indaftarkan kliein, te irnyata aplikasinya suidah 

dipeirbaruii dan data yang suidah diisi suidah otomatis teirsimpan jika tiba-tiba teirjadi 

ke indala di laptop ataui siste imnya. Se ijauih ini hanya itui saja yang pe irnah saya alami.”13 

 

3. Me inuiruit Notaris Ibui Nini Suitjiati S.H, 

“Teirkait seirtifikasi eile iktronik ini saya hanya se ikali, yaitui me indaftarkan APHT. 

Ke indala ataui hambatan yang saya alami se ilama meilakuikan peindaftaran beiluim ada. 

Se ijauih ini se imuianya be irjalan lancar dan muidah.”14 

4. Me inuiruit Notaris Bapak Steive in Puitra Wijaya S.H, M.Kn, 

“ Saya hanya pe irnah me ilakuikan se irtifikasi e ileiktronik se ikali dalam kuiruin waktui 2021 

hingga se ikarang. Me imang jarang, kare ina saya se iring nya me inangani kasuis se icara 

konve insional se ipe irti peimbuiatan akta dan kontrak. Ke indala yang saya alami seijauih ini 

be iluim ada, kareina saya masih satui kali meilakuikannya.”15 

Be irikuit diatas adalah hasil wawancara peinuilis di beibe irapa kantor notaris yang pe irnah 

meilakuikan seirtifikasi transaksi seicara eile iktronik dan beibe irapa keindala yang dihadapi saat 

meilakuikan se irtifikasi transaksi eileiktronik te irse ibuit. Se ilain keindala yang banyak dihadapi oleih 

pe ingguina layanan Hak Tangguingan E ileiktronik khuisuisnya PPAT, se ibe inarnya banyak PPAT 

yang pe inuilis teimuii di lapangan namuin be iluim peirnah meilakuikan bahkan tidak teirlalui paham 

akan se irtifikasi transaksi eileiktronik, hal te irse ibuit yang me imbuiat beibe irapa PPAT jadi tidak 

                                                             
12 Hasil wawancara dengan Ibu Irfin, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi 

elektronik, tanggal 5 Desember 2022, pukul 11.00 WIB. 
13 Hasil wawancara dengan Bapak Steven Santoso, S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan 

sertifikasi transaksi elektronik, tanggal 14 Januari 2023, pukul 13.25 WIB 
14 Hasil wawancara dengan Ibu Nini Sytjiati, S.H. sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi transaksi 

elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 09.40 WIB 
15 Hasil wawancara dengan Kevin Putra Wijaya S.H. M.Kn sebagai Notaris yang pernah melakukan sertifikasi 

transaksi elektronik, tanggal 17 Januari 2023, pukul 13.25 WIB 
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siap, kareina me imang be iluim adannya atuiran pe ilaksanaan dan kuirangnya sosialisasi dari 

pe imeirintah.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 te intang Jabatan Notaris meime igang pe iran pe inting 

dalam hal seirtifikasi transaksi eileiktronik. Namuin dalam Uindang-Uindang te irdapat ke ikosongan 

huikuim kareina beiluim adannya pe ingatuiran teintang pe iratuiran peilaksanaan yang je ilas teirkait 

meinse irtifikasi transaksi seicara eileiktronik.  

Bahwa se irtifikasi transaksi eile iktronik hak tangguingan me ilaluii aplikasi ht-e il me imiliki 

uirge insi yang sangat pe inting dalam meinjamin keiamanan dan keipe ircayaan dalam me ilakuikan 

transaksi seicara eileiktronik. Meinuiruit peilaksanaannya, notaris haruis meimahami deingan baik 

dan meinde itail teirkait peiratuiran dan prose idu ir yang be irlakui pada aplikasi ht-e il, se irta meilakuikan 

pe indaftaran APHT uintuik hak tangguingaan de ingan ce irmat dan hati-hati. Namuin, te irdapat 

be ibeirapa hambatan dan keindala yang dihadapi dalam peilaksanaan seirtifikasi transaksi 

e ileiktronik hak tangguingan me ilaluii aplikasi ht-e il, se ipe irti ku irangnya pe imahaman dan e iduikasi 

masyarakat teintang se irtifikasi transaksi eile iktronik.  

Dalam rangka meiningkatkan peineirapan se irtifikasi transaksi eileiktronik hak tangguingan 

meilaluii aplikasi ht-e il, disarankan adanya kolaborasi dan koordinasi yang leibih baik antara 

notaris, peime irintah, dan masyarakat uintuik meiningkatkan pe imahaman dan pe ingguinaan 

se irtifikasi transaksi eileiktronik oleih notaris 

Pe imeirintah peirlui meimbuiat dan meingakaji leibih lanjuit teirkait  peiratuiran peilaksanaan te irkait 

se irtifikasi transaksi eileiktronik seisuiai deingan pe imbaruian Uindang-Uindang No. 2 Tahuin 2014 

Teintang Jabatan Notaris. Peime irintah juiga haruis meimpeirhatikan dan meimpe irbaiki infrastruiktuir 

dan fasilitas yang me imadai uintuik meinuinjang pe ilaksanaan seirtifikasi transaksi eileiktronik 

se isuiai deingan Uindang-Uindang yang be irlakui.  
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